
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1218, 2013 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Karantina 
Hewan. Sapi. Indukan. Bakalan. Siap Potong. 
Tindakan. Pencabutan. 

 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 113/PERMENTAN/PD.410/10/2013 
TENTANG 

TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN SAPI INDUKAN, 
SAPI BAKALAN, DAN SAPI SIAP POTONG 

KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah masuknya hama penyakit 
hewan karantina ke dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia yang ditularkan melalui sapi indukan, sapi 
bakalan, dan sapi siap potong, dilakukan tindakan 
karantina hewan; 

b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
85/Permentan/PD.410/8/2013 Jis Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 87/Permentan/PD.410/ 8/2013, 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
97/Permentan/PD.410/9/2013 dan Keputusan 
Menteri Pertanian Nomor 4727/Kpts/PD.410/9/2013 
telah ditetapkan Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi 
Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah 
Negara Republik Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 
menindaklanjuti Pasal 59 ayat (3) Peraturan 
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Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, perlu mengatur 
Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Sapi 
Indukan, Sapi Bakalan, Dan Sapi Siap Potong Ke 
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3482); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5015); 

3. Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina 
Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002); 

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan 0rganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I; 

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan; 

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman 
Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan 
Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan 
Karantina; 

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi 
Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina 
Pertanian;  

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/ 
PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis 
Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan 
dan Klasifikasi Media Pembawa; 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.1218 3

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan 
/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan 
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan 
Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan 
Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7); 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/ 
Permentan/PD.410/8/2013 Jis Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 87/Permentan/PD.410/8/2013, 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
97/Permentan/PD.410/9/2013 tentang Pemasukan 
Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke 
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4727/Kpts 
/PD.410/9/2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, 
Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah 
Negara Republik Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN 

KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN SAPI 
INDUKAN, SAPI BAKALAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE 
DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut tindakan 
karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk 
dan keluarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dan dari 
wilayah Negara Republik Indonesia. 

2. Sapi Indukan adalah sapi betina bukan bibit yang mempunyai 
reproduksi normal, sehat, dan dapat digunakan sebagai induk untuk 
pengembangbiakan. 

3. Sapi Bakalan adalah sapi bukan bibit yang mempunyai sifat unggul 
untuk dipelihara selama kurun waktu tertentu guna tujuan produksi 
daging. 
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4. Sapi Siap potong adalah sapi potong yang layak untuk dipotong. 
5. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan sapi indukan, sapi bakalan, 

dan sapi siap potong ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 
6. Tempat pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan 

danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, yang ditetapkan 
sebagai tempat untuk memasukkan sapi indukan, sapi bakalan, dan 
sapi siap potong. 

7. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan yang 
selanjutnya disebut UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan 
adalah UPT Karantina Pertanian yang membawahi tempat pemasukan 
sapi indukan, sapi bakalan, dan sapi siap potong. 

8. Protokol Karantina adalah persyaratan teknis dan manajemen 
penyakit yang terdiri atas persyaratan kesehatan hewan dan 
persyaratan kesejahteraan hewan yang harus dipenuhi oleh negara 
asal. 

9. Dokumen Karantina adalah formulir resmi yang ditetapkan oleh 
Menteri dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tindakan 
karantina hewan. 

10. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK 
adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang 
berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional 
serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang 
dapat digolongkan menurut tingkat risikonya. 

11. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina 
adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan 
tindakan karantina hewan. 

12. Dokter hewan petugas karantina yang selanjutnya disebut dokter 
hewan karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri 
untuk melaksanakan tindakan karantina. 

13. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Instalasi 
Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta 
sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan 
tindakan karantina. 

14. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah tempat 
pemotongan sapi baik milik pemerintah daerah maupun swasta.  

15. Alat Angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan 
untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan sapi indukan, 
sapi bakalan, dan sapi siap potong. 
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16. Pemilik adalah orang atau badan usaha yang memiliki dan/atau 
bertanggunggung jawab atas pemasukan sapi indukan, sapi bakalan, 
dan sapi siap potong. 

Pasal 2 

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Petugas Karantina dan 
Pemilik dalam melaksanakan tindakan karantina terhadap 
pemasukan sapi indukan, sapi bakalan, dan sapi siap potong ke 
dalam wilayah negara Republik Indonesia. 

(2) Peraturan ini bertujuan untuk mencegah masuknya HPHK melalui 
sapi indukan, sapi bakalan, dan sapi siap potong yang dimasukkan ke 
dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi tindakan karantina terhadap 
pemasukan sapi indukan, sapi bakalan, dan sapi siap potong ke dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia.  

BAB II 
TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN SAPI INDUKAN, SAPI 

BAKALAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA  

Bagian Kesatu 
Persyaratan 

Pasal 4 

(1) Persyaratan pemasukan sapi indukan, sapi bakalan, dan sapi siap 
potong ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan di bidang karantina hewan. 

(2) Apabila persyaratan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dipenuhi, dilakukan tindakan penolakan dan/atau 
pemusnahan. 

Bagian Kedua 
Tempat Tindakan Karantina 

Pasal 5 

(1) Tindakan karantina terhadap pemasukan sapi indukan, sapi bakalan, 
dan sapi siap potong dilakukan di tempat pemasukan. 

(2) Untuk kelancaran arus barang di tempat pemasukan, tindakan 
karantina terhadap pemasukan sapi indukan, sapi bakalan, dan sapi 
siap potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di 
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